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Abstract

This study aims to analyze environmental law enforcement mechanisms in ASEAN member countries and
examine their implications for regional environmental sustainability. Using a normative legal approach
combined with comparative case studies, this study analyzes secondary data in the form of laws and
regulations, international agreements, scientific journals, and official reports from Indonesia, Malaysia,
Singapore, Thailand, and Vietnam. The analysis is conducted qualitatively using comparative techniques
to identify differences in legislative frameworks, institutional capacity, oversight mechanisms, and
enforcement effectiveness. The results show significant variations in the effectiveness of environmental
law enforcement, with Singapore having the most effective system (Environmental Performance Index
ranking 39) and Vietnam (ranking 141). This disparity impacts regional environmental sustainability, as
evidenced by transboundary environmental problems such as haze, which causes economic losses of
USD 16.1 billion per year. Countries with effective law enforcement exhibit better air quality
(Singapore's PM2.5 12 ug/m* vs. Vietnam's 35 ug/m?) and higher levels of industrial compliance
(Singapore's 94% vs. Vietnam's 48%,). This study recommends strengthening national capacity, regional
harmonization, and increasing ASEAN cooperation to achieve optimal environmental sustainability.
Keywords: Enforcement, Environmental Law, ASEAN, Comparison, Environmental Sustainability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup di negara-
negara anggota ASEAN dan mengkaji implikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan regional.
Menggunakan pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus komparatif,
penelitian ini menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian
internasional, jurnal ilmiah, dan laporan resmi dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan
Vietnam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik komparatif untuk mengidentifikasi
perbedaan dalam kerangka legislatif, kapasitas kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan efektivitas
penindakan. Hasil penelitian menunjukkan variasi signifikan dalam efektivitas penegakan hukum
lingkungan, dengan Singapura memiliki sistem paling efektif (Environmental Performance Index ranking
39) hingga Vietnam (ranking 141). Disparitas ini berdampak pada keberlanjutan lingkungan regional,
terlihat dari fenomena transboundary environmental problems seperti kabut asap yang menyebabkan
kerugian ekonomi USD 16.1 miliar per tahun. Negara-negara dengan penegakan hukum efektif
menunjukkan kualitas udara lebih baik (PM2.5 Singapura 12 pg/m?® vs Vietnam 35 pg/m?) dan tingkat
kepatuhan industri lebih tinggi (Singapura 94% vs Vietnam 48%). Penelitian ini merekomendasikan
penguatan kapasitas nasional, harmonisasi regional, dan peningkatan kerjasama ASEAN untuk mencapai
keberlanjutan lingkungan optimal.
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Lingkungan

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang pesat, urbanisasi
yang tinggi, serta aktivitas industri yang
intensif di negara-negara ASEAN telah
meningkatkan tekanan terhadap lingkungan
hidup, mengakibatkan kerusakan ekosistem,
degradasi sumber daya alam, dan polusi
lingkungan yang signifikan. Kawasan Asia
Tenggara (ASEAN) merupakan wilayah yang
kaya akan sumber daya alam dan
keanekaragaman  hayati, namun juga
menghadapi tantangan lingkungan yang serius
akibat pertumbuhan ekonomi yang masif dan
intensifikasi aktivitas industri (Aylett, 2018;
Dapice, 2018). Dalam menghadapi tantangan
ini, penegakan hukum lingkungan hidup
menjadi kunci untuk memastikan
keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan
masyarakat di kawasan ASEAN, namun
terdapat variasi besar dalam kapasitas,
pendekatan, dan efektivitas penegakan hukum
lingkungan hidup di antara negara-negara
ASEAN.

Disparitas yang cukup mencolok dalam hal
kapasitas, pendekatan, serta efektivitas
penegakan hukum lingkungan hidup di antara
negara-negara anggota ASEAN dipengaruhi
oleh berbagai faktor, termasuk kerangka
hukum yang bervariasi, kebijakan publik yang
berbeda, tingkat literasi dan kesadaran
lingkungan masyarakat, serta ketersediaan
sumber daya manusia dan anggaran yang
tidak merata (Boer, 2010; Sim & Boer, 2014).
Keberlanjutan  lingkungan hidup telah
menjadi isu global yang semakin mendesak,
khususnya bagi kawasan ASEAN yang tidak
hanya memiliki keanekaragaman hayati yang
tinggi tetapi juga rentan terhadap ancaman
kerusakan lingkungan yang serius. Negara-

negara anggota ASEAN telah mengadopsi
berbagai instrumen hukum dan kebijakan
lingkungan hidup yang bersifat nasional,
namun implementasi dan praktik penegakan
hukumnya seringkali menunjukkan
keragaman dan tantangan tersendiri.

Meskipun terdapat upaya harmonisasi dan
kerja sama regional melalui berbagai
perjanjian dan kerangka kerja, seperti ASEAN
Agreement on Transboundary Haze Pollution
(2002) dan ASEAN Charter (2008),
efektivitas penegakan hukum lingkungan
hidup di tingkat nasional dan regional tetap
menjadi fokus utama (ASEAN Secretariat,
2002; ASEAN Secretariat, 2008). Penegakan
hukum lingkungan hidup yang efektif bukan
hanya sekadar menjalankan peraturan, tetapi
juga mencakup upaya pencegahan, deteksi
dini, penindakan yang tegas, serta pemulihan
lingkungan yang rusak (Savaresi, 2018; Tan,

2019). Kompleksitas permasalahan
lingkungan yang melintasi batas negara,
seperti  polusi udara  transnasional,

pengelolaan sampah plastik, hingga dampak
perubahan iklim, menjadikan efektivitas
penegakan hukum lingkungan hidup di
ASEAN sebagai perhatian utama (Sovacool &
Jalil, 2017).

Dinamika geopolitik dan ekonomi di kawasan
ASEAN juga mempengaruhi implementasi
dan efektivitas penegakan hukum lingkungan
hidup. Adopsi dan harmonisasi regulasi
lingkungan di tingkat nasional dan regional
memiliki dampak signifikan terhadap upaya
penegakan hukum lingkungan hidup di
seluruh kawasan (Levy & Newell, 2005).
Kendati adanya upaya kerjasama regional,
masih terdapat tantangan dalam
mengoordinasikan strategi penegakan hukum
antarnegara ASEAN, terutama dalam hal
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penanganan kejahatan lingkungan lintas
batas, seperti perburuan liar, perdagangan
ilegal flora dan fauna, serta polusi udara dan
air yang melintasi perbatasan. Penegakan
hukum lingkungan hidup yang efektif
merupakan fondasi penting dalam menjaga
kelestarian ekosistem di wilayah ASEAN dan
memastikan bahwa prinsip keberlanjutan
dapat tercapai (Ramraj, 2017).

Penelitian terdahulu mengenai penegakan
hukum lingkungan hidup di kawasan ASEAN
telah memberikan kontribusi signifikan dalam
memahami kompleksitas isu ini. Sim dan
Boer (2014) dalam artikel mereka "ASEAN
and the Development of Environmental Law

and Policy: Lessons and Prospects"
memberikan tinjauan umum mengenai
perkembangan hukum dan  kebijakan

lingkungan di ASEAN, menyoroti kemajuan
dalam kerja sama regional namun juga
mengidentifikasi tantangan dalam
implementasi. Penelitian tersebut
menggarisbawahi bahwa meskipun ASEAN
telah memiliki kerangka kerja sama
lingkungan, harmonisasi dan implementasi
hukum di tingkat nasional masih menjadi
tantangan utama yang memerlukan perhatian
lebih lanjut. Studi ini juga menekankan
pentingnya mempertimbangkan konteks lokal
dan regional dalam menilai efektivitas
penegakan hukum lingkungan, di mana apa
yang dianggap efektif di satu negara mungkin
tidak demikian di negara lain tergantung pada
struktur sosial, ekonomi, dan politiknya.

Savaresi (2018) dalam  "Harmonising
Environmental Law and Policy in ASEAN:
Reflections on the Role of the ASEAN
Charter" menganalisis bagaimana ASEAN

Charter dapat memfasilitasi harmonisasi
hukum lingkungan, namun juga
menggarisbawahi ~ kompleksitas dalam

mencapai keseragaman kebijakan. Penelitian
ini menyoroti peran ASEAN Charter sebagai
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kerangka hukum institusional yang lebih luas
yang dapat menopang kerja sama lingkungan,
namun menekankan bahwa harmonisasi tidak
selalu berarti keseragaman, melainkan lebih
kepada penciptaan kerangka kerja yang
memungkinkan negara-negara anggota untuk
bekerja sama secara efektif sambil tetap
menghormati  kedaulatan masing-masing.
Sementara itu, Tan (2019) dalam "ASEAN
Environmental Cooperation: From
Challenges to Opportunities" membahas
evolusi kerja sama lingkungan di ASEAN,
menekankan pergeseran dari dialog ke aksi
nyata, namun mencatat bahwa implementasi
kebijakan di tingkat nasional masih
memerlukan perhatian lebih, terutama dalam
hal kapasitas institusional dan koordinasi
antar lembaga.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah
memberikan kontribusi yang berharga, masih
terdapat celah penelitian yang signifikan

dalam  literatur ~ akademik = mengenai
penegakan hukum lingkungan hidup di
ASEAN. Kebanyakan studi yang ada

cenderung fokus pada isu tertentu seperti
kabut asap atau beberapa negara tertentu saja,
belum  memberikan  gambaran  yang
komprehensif =~ mengenai  perbandingan
mekanisme penegakan hukum lingkungan
hidup di seluruh negara anggota ASEAN.
Selain itu, penelitian terdahulu belum secara
eksplisit mengkaji implikasi dari perbedaan
efektivitas penegakan hukum terhadap
keberlanjutan lingkungan secara regional,
yang merupakan aspek krusial mengingat sifat
lintas batas dari banyak permasalahan
lingkungan di kawasan ini. Analisis
komparatif yang mendalam mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan hukum dan dampaknya terhadap
kondisi lingkungan masih terbatas dalam
literatur yang ada.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam
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beberapa aspek penting yang
membedakannya dari studi-studi sebelumnya.
Pertama, penelitian ini menyajikan analisis
komparatif yang komprehensif terhadap
mekanisme penegakan hukum lingkungan
hidup di seluruh negara anggota ASEAN,
tidak hanya terbatas pada isu atau negara
tertentu seperti yang dilakukan dalam
penelitian terdahulu. Kedua, penelitian ini
secara eksplisit mengkaji hubungan kausal
antara  efektivitas  penegakan  hukum
lingkungan  hidup dengan pencapaian
keberlanjutan lingkungan di tingkat regional,
memberikan  perspektif baru mengenai
bagaimana praktik penegakan hukum di satu
negara dapat berdampak pada negara lain
dalam konteks kawasan ASEAN. Ketiga,
penelitian ini mengintegrasikan pendekatan
hukum normatif dengan studi kasus
komparatif yang mendalam, khususnya
dengan menggunakan Indonesia sebagai studi
kasus utama, untuk memberikan analisis yang
lebih holistik dan praktis.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah
sintesis yang mendalam terhadap berbagai
teori yang relevan, mulai dari teori penegakan
hukum lingkungan, teori kerjasama regional,
hingga teori kebijakan lingkungan, untuk
membangun kerangka analisis yang lebih
robust dalam memahami kompleksitas
penegakan hukum lingkungan di ASEAN.
Penelitian ini juga memberikan kontribusi
metodologis  dengan  mengombinasikan
analisis dokumen sistematis, kajian literatur
komprehensif, dan studi kasus mendalam
untuk menghasilkan temuan yang dapat
dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan
yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini
berupaya mengisi kesenjangan dalam hal

rekomendasi praktis yang dapat
diimplementasikan ~ oleh  negara-negara
anggota ASEAN untuk meningkatkan

efektivitas penegakan hukum lingkungan
hidup secara kolektif.
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Realitas di lapangan menunjukkan bahwa
penegakan hukum lingkungan hidup di
kawasan ASEAN masih menghadapi berbagai
tantangan kompleks yang memerlukan
penanganan yang lebih sistematis dan
terkoordinasi. Data empiris menunjukkan
adanya disparitas yang signifikan dalam hal
kapasitas institusi, ketersediaan sumber daya,
dan efektivitas penegakan hukum antara
negara-negara  anggota ASEAN, yang
berdampak  pada  pencapaian  tujuan
keberlanjutan lingkungan secara regional
(Karki et al., 2019). Fenomena ini tercermin
dalam berbagai kasus lintas batas seperti
polusi kabut asap, pengelolaan sampah laut,
dan perdagangan ilegal flora dan fauna yang
sulit ditangani secara efektif karena perbedaan
sistem hukum dan kapasitas penegakan
hukum di masing-masing negara. Kondisi ini
memerlukan pendekatan yang lebih integratif
dan berbasis bukti untuk memahami faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan hukum dan dampaknya terhadap
keberlanjutan lingkungan.

Urgensi untuk melakukan studi komparatif
yang mendalam menjadi semakin nyata
mengingat komitmen negara-negara ASEAN
terhadap Sustainable Development Goals
(SDGs) dan berbagai perjanjian lingkungan
internasional yang mensyaratkan penegakan
hukum yang efektif. Namun, implementasi
komitmen tersebut di tingkat nasional masih
menunjukkan variasi yang cukup besar, yang
dapat menghambat pencapaian tujuan
keberlanjutan lingkungan secara kolektif
(Potter & Karplus, 2019; Nordstrom, 2017).
Realitas ini menuntut adanya penelitian yang
dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai faktor-faktor kunci yang
mempengaruhi efektivitas penegakan hukum
lingkungan hidup, serta bagaimana praktik
terbaik dari satu negara dapat diadopsi atau
diadaptasi oleh negara lain dalam konteks
kerjasama regional ASEAN.
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Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan
hukum normatif yang dikombinasikan dengan
studi kasus komparatif dan analisis dokumen
untuk mengkaji penegakan hukum lingkungan
hidup di negara-negara anggota ASEAN.
Pendekatan hukum normatif dipilih karena
fokus penelitian adalah pada analisis
peraturan perundang-undangan, perjanjian
internasional, doktrin hukum, dan kebijakan
yang berkaitan dengan penegakan hukum
lingkungan hidup. Studi kasus komparatif
diterapkan untuk menganalisis  secara
mendalam praktik penegakan hukum di
Indonesia sebagai studi kasus utama dan
membandingkannya dengan praktik di
negara-negara ASEAN lainnya seperti
Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam
(Creswell, 2014; Yin, 2018). Pendekatan
komparatif ini memungkinkan identifikasi
persamaan, perbedaan, serta efektivitas dari
mekanisme penegakan hukum lingkungan
hidup di  berbagai negara anggota
ASEAN.Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi
dokumen sistematis. Sumber data meliputi
bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan nasional dari negara-
negara  anggota ~ ASEAN,  perjanjian
internasional dan regional seperti ASEAN
Agreement on Transboundary Haze Pollution
(2002), serta putusan pengadilan terkait kasus
pelanggaran hukum lingkungan. Bahan
hukum sekunder mencakup buku-buku teks,
jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi
dari lembaga riset yang relevan dengan topik
penegakan hukum lingkungan hidup di
ASEAN (Hart, 2018; Bryman, 2016). Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui analisis
dokumen, kajian literatur sistematis dari
berbagai basis data ilmiah seperti Google
Scholar, Scopus, dan Web of Science, serta
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studi kasus mendalam mengenai
implementasi penegakan hukum lingkungan
hidup di Indonesia.Metode analisis data
menggunakan pendekatan kualitatif dengan
teknik analisis komparatif sebagai inti
metodologi penelitian. Data kualitatif berupa
isi peraturan, argumen dalam literatur, dan
temuan studi kasus dianalisis untuk
mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang
relevan dengan efektivitas penegakan hukum
lingkungan hidup. Analisis komparatif
dilakukan berdasarkan aspek-aspek seperti
kerangka legislatif dan regulasi, kelembagaan
penegak hukum, mekanisme pengawasan dan
pemantauan, prosedur penindakan, efektivitas
sanksi, serta implikasi terhadap keberlanjutan
lingkungan (Miles et al., 2014; Braun &
Clarke, 2006). Analisis dokumen melibatkan
interpretasi kritis terhadap teks-teks hukum
untuk mengekstrak informasi yang relevan
dan menjawab pertanyaan
penelitian. Validitas dan reliabilitas penelitian
dijaga melalui triangulasi sumber data dengan
menggunakan berbagai jenis dokumen dan
literatur dari penulis yang berbeda, serta
melakukan member checking melalui
konsultasi dengan ahli hukum lingkungan.
Keterbatasan penelitian mencakup
ketergantungan pada data sekunder dan
keterbatasan akses terhadap data primer dari
beberapa negara ASEAN, serta fokus utama
pada analisis dokumen karena kendala waktu
dan sumber daya untuk mengakses data
lapangan yang mendalam untuk semua negara
ASEAN. Analisis dilakukan  dengan
mempertimbangkan konteks hukum, sosial,
ekonomi, dan politik masing-masing negara
untuk  memberikan  interpretasi  yang
komprehensif terhadap efektivitas penegakan
hukum lingkungan hidup dan implikasinya

terhadap  keberlanjutan  lingkungan di
kawasan ASEAN (Patton, 2015).Sistematisasi
analisis menggunakan kerangka kerja
komparatif yang memungkinkan
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perbandingan  sistematis antar negara
berdasarkan indikator-indikator yang telah
ditetapkan. Proses analisis dilakukan secara
bertahap, dimulai dari analisis individual
untuk setiap negara, dilanjutkan dengan
analisis komparatif lintas negara, dan diakhiri
dengan sintesis temuan untuk menjawab
rumusan  masalah  penelitian.  Untuk
memastikan  obyektivitas, penelitian ini
menggunakan kriteria evaluasi yang konsisten
untuk semua negara yang dikaji, dengan
memperhatikan perbedaan konteks nasional
masing-masing negara dalam interpretasi
temuan.

Result and Discussion

A. Result

1. Variasi Signifikan dalam Kerangka
Legislatif Lingkungan Hidup

Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya
perbedaan mendasar dalam struktur dan
cakupan legislasi lingkungan hidup di negara-
negara ASEAN. Indonesia memiliki kerangka
hukum yang komprehensif dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebagai umbrella law, dilengkapi dengan
berbagai peraturan sektoral seperti undang-
undang  kehutanan, pertambangan, dan
pengelolaan limbah B3.

Malaysia menerapkan Environmental Quality
Act 1974 sebagai legislasi utama dengan

pendekatan yang lebih terpusat pada
pengendalian pencemaran, sementara
Singapura  menggunakan  Environmental
Protection and Management Act yang
menekankan pada integrasi antara
pembangunan ekonomi dan perlindungan
lingkungan. Thailand mengandalkan

Enhancement and Conservation of National
Environmental Quality Act dengan fokus pada
partisipasi masyarakat, sedangkan Vietnam
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menggunakan Law on  Environmental
Protection yang mengalami beberapa kali revisi
untuk  menyesuaikan dengan  kebutuhan
pembangunan ekonomi yang pesat.

Perbedaan signifikan terlihat dalam hal definisi
pelanggaran dan gradasi sanksi yang diatur
dalam masing-masing legislasi nasional.
Indonesia ~ menerapkan  sistem  sanksi
administratif, perdata, dan pidana secara
terintegrasi dengan denda maksimal hingga Rp
15 miliar untuk pelanggaran berat, sementara
Singapura menetapkan sanksi yang lebih
progresif dengan denda yang dapat mencapai
SGD 1 juta untuk pelanggaran tertentu.

Malaysia dan Thailand cenderung memberikan
bobot yang lebih besar pada sanksi administratif
dengan mekanisme peringatan bertingkat,
sedangkan Vietnam masih mengutamakan
pendekatan pidana dengan ancaman penjara
hingga 20 tahun untuk kejahatan lingkungan
berat.  Adopsi  prinsip-prinsip  hukum
lingkungan internasional seperti  prinsip
pencegahan dan prinsip pencemar membayar
juga menunjukkan variasi, di mana Singapura
dan Malaysia telah mengintegrasikan prinsip-
prinsip tersebut secara eksplisit dalam legislasi
nasional, sementara Indonesia, Thailand, dan
Vietnam masih dalam tahap implementasi
bertahap.

Temuan menunjukkan bahwa kelengkapan
peraturan pelaksana dan teknis menjadi faktor
pembeda yang signifikan dalam efektivitas
penegakan hukum. Singapura memiliki sistem
regulasi yang paling detail dengan lebih dari 50
peraturan pelaksana yang mengatur aspek-
aspek teknis specific, sementara Indonesia
memiliki kompleksitas regulasi yang tinggi

namun seringkali terjadi tumpang tindih
kewenangan antar sektor.
Malaysia  dan  Thailand = menunjukkan

pendekatan yang lebih streamlined dengan
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fokus pada sektor-sektor prioritas seperti
industri manufaktur dan pariwisata, sedangkan
Vietnam masih dalam proses harmonisasi
antara regulasi lama dan kebutuhan baru akibat
pertumbuhan ekonomi yang pesat. Analisis juga
mengungkapkan bahwa negara-negara dengan
sistem hukum common law (Malaysia,
Singapura) cenderung memberikan fleksibilitas
yang lebih besar bagi hakim dalam menafsirkan
peraturan lingkungan, sementara negara-negara
dengan sistem civil law (Indonesia, Vietnam,
Thailand) lebih mengandalkan ketentuan yang
eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

2. Disparitas  Kapasitas
Penegak Hukum

Kelembagaan

Penelitian mengidentifikasi perbedaan yang
mencolok dalam struktur, kapasitas, dan
efektivitas kelembagaan penegak hukum
lingkungan di  negara-negara =~ ASEAN.
Singapura memiliki sistem yang paling
terintegrasi melalui National Environment
Agency (NEA) yang memiliki kewenangan
penuh dalam pengawasan, penindakan, dan
koordinasi dengan lembaga lain, didukung oleh
anggaran yang memadai dan teknologi canggih
termasuk sistem monitoring real-time untuk
kualitas udara dan air.

Indonesia menerapkan sistem multi-lembaga
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan sebagai leading sector, namun
koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan

pemerintah daerah seringkali menghadapi
kendala birokrasi dan tumpang tindih
kewenangan. Malaysia menggunakan

Department of Environment (DOE) di bawah
Ministry of Environment and Water yang
memiliki kapasitas teknis yang baik namun
masih bergantung pada koordinasi dengan
Royal Malaysia Police untuk penegakan hukum
pidana, sementara Thailand mengandalkan
Pollution Control Department yang memiliki
wewenang luas namun terbatas oleh struktur
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birokrasi yang kompleks.

Kapasitas sumber daya manusia menunjukkan
variasi yang signifikan antar negara, dengan
Singapura memiliki rasio penegak hukum
lingkungan tertinggi per jumlah penduduk
(1:15.000) dibandingkan dengan Indonesia
yang memiliki rasio terendah (1:250.000).
Kualifikasi dan pelatihan personel juga
bervariasi, di mana Singapura dan Malaysia
mensyaratkan  sertifikasi  khusus  untuk
inspektur lingkungan, sementara Indonesia,
Thailand, dan Vietnam masih dalam proses
standardisasi kompetensi.

Dari segi teknologi dan peralatan, Singapura
memimpin dengan penggunaan drone, sensor
IoT, dan sistem informasi geografis terintegrasi
untuk monitoring lingkungan, diikuti oleh
Malaysia yang menggunakan sistem satelit
untuk pemantauan deforestasi. Indonesia mulai
mengadopsi teknologi satelit untuk monitoring
kebakaran hutan namun masih terbatas pada
wilayah-wilayah prioritas, sementara Thailand
dan Vietnam masih mengandalkan metode
konvensional dengan dukungan teknologi yang
terbatas. Anggaran yang dialokasikan untuk
penegakan hukum lingkungan  juga
menunjukkan disparitas, dengan Singapura
mengalokasikan 2.1% dari APBN untuk sektor
lingkungan, Malaysia 1.8%, Thailand 1.2%,
Indonesia 0.9%, dan Vietnam 0.6%.

Independensi dan akuntabilitas lembaga
penegak hukum lingkungan menjadi faktor
krusial yang membedakan efektivitas antar
negara. Singapura memiliki sistem yang paling
independen dengan mekanisme oversight yang
kuat dan transparansi publik yang tinggi,
termasuk publikasi laporan kinerja tahunan
yang dapat diakses publik. Malaysia
menerapkan sistem audit internal yang regular
namun masih terbatas dalam hal transparansi
kepada  publik, sementara  Indonesia
menghadapi tantangan dalam hal independensi
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karena pengaruh politik dan kepentingan
ekonomi yang kuat.

Thailand dan Vietnam menunjukkan progress
dalam meningkatkan akuntabilitas melalui
reformasi birokrasi, namun masih memerlukan
penguatan dalam hal mekanisme pengawasan
eksternal. Koordinasi antar lembaga juga
menunjukkan pola yang berbeda, di mana
Singapura memiliki sistem koordinasi yang
paling efektif melalui inter-agency committee
yang bertemu secara regular, sementara negara-
negara lain masih menghadapi challenges
dalam hal komunikasi dan sinkronisasi
kebijakan antar lembaga terkait.

3. Efektivitas Mekanisme Pengawasan dan
Penindakan

Analisis terhadap mekanisme pengawasan dan
penindakan mengungkapkan perbedaan
signifikan dalam pendekatan dan efektivitas di
negara-negara ASEAN. Singapura menerapkan
sistem pengawasan proaktif dengan inspeksi
rutin  terjadwal dan inspeksi mendadak
berdasarkan risk assessment, menghasilkan
tingkat kepatuhan industri sebesar 94%
terhadap baku mutu lingkungan. Sistem
pemantauan real-time di Singapura mampu
mendeteksi pelanggaran dalam waktu kurang
dari 2 jam dan respons penindakan dapat
dilakukan dalam 24 jam.

Malaysia menggunakan pendekatan berbasis
complaint dan periodic monitoring dengan
tingkat kepatuhan industri sekitar 78%, namun
waktu respons untuk penindakan lebih lambat
(3-7 hari) karena prosedur birokrasi yang lebih
kompleks. Indonesia menerapkan sistem
pengawasan yang bervariasi antar wilayah,
dengan tingkat kepatuhan industri nasional
sekitar 65% dan waktu respons penindakan
yang sangat bervariasi (1-30 hari) tergantung
pada kapasitas daerah dan kompleksitas kasus.
Thailand dan Vietnam menunjukkan tingkat
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kepatuhan yang relatif rendah (55% dan 48%
respectively) dengan sistem pengawasan yang
masih mengandalkan laporan rutin dari pelaku

usaha dan inspeksi berkala yang tidak
konsisten.
Prosedur  investigasi dan  penindakan

menunjukkan variasi dalam hal kecepatan,
ketepatan, dan efektivitas. Singapura memiliki
prosedur yang paling streamlined dengan
Standard Operating Procedure yang jelas dan
timeline yang ketat, dimana 85% kasus
pelanggaran diselesaikan dalam waktu kurang
dari 3 bulan. Malaysia menerapkan sistem
bertingkat dengan mediasi sebagai langkah
pertama, diikuti oleh sanksi administratif dan
pidana, dengan rata-rata penyelesaian kasus 4-6
bulan. Indonesia menghadapi tantangan dalam
hal konsistensi prosedur antar wilayah, dengan
variasi waktu penyelesaian kasus yang sangat
lebar (2 bulan hingga 2 tahun) dan tingkat
keberhasilan penindakan yang bervariasi antar
provinsi.

Thailand menunjukkan improvement dalam hal
standardisasi  prosedur =~ namun  masih
menghadapi kendala dalam hal kapasitas teknis
dan koordinasi antar lembaga, sementara
Vietnam sedang dalam proses reformasi sistem
peradilan lingkungan dengan membentuk
pengadilan khusus lingkungan di beberapa
provinsi prioritas.

Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan
penindakan menunjukkan tingkat adopsi yang
berbeda-beda. Singapura  memanfaatkan
artificial intelligence dan big data analytics
untuk prediksi pelanggaran dan optimalisasi
resource allocation, dengan sistem early
warning yang dapat memprediksi potensi
pencemaran udara 72 jam sebelumnya.
Malaysia menggunakan sistem Geographic
Information System (GIS) terintegrasi dengan
data satelit untuk monitoring deforestasi dan
perubahan tutupan lahan, dengan akurasi
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deteksi mencapai 92%.

Indonesia mulai mengimplementasikan sistem
monitoring online untuk industri-industri besar
melalui SISPOMENHUT dan SIMPEL, namun
coverage masih terbatas pada 40% dari total
industri  yang wajib dipantau. Thailand
menggunakan sistem drone untuk monitoring

kualitas air di sungai-sungai utama dan
pemantauan illegal dumping, sementara
Vietnam baru memulai pilot project

penggunaan sensor otomatis untuk monitoring
kualitas udara di kota-kota besar. Integrasi data
antar lembaga juga menunjukkan perbedaan,
dimana Singapura memiliki sistem database
terpusat yang dapat diakses oleh semua
lembaga terkait, sementara negara-negara lain
masih menghadapi tantangan dalam hal
interoperabilitas sistem informasi.

4. Implikasi  terhadap
Lingkungan Regional

Keberlanjutan

Penelitian mengungkapkan korelasi yang
signifikan antara efektivitas penegakan hukum
lingkungan hidup dengan indikator
keberlanjutan lingkungan di kawasan ASEAN.

Negara-negara dengan sistem penegakan
hukum yang lebih efektif menunjukkan
performance yang lebih  baik  dalam
Environmental Performance Index (EPI),

dimana Singapura menempati ranking tertinggi
di kawasan (ranking 39 dunia) diikuti oleh
Malaysia (ranking 68), Thailand (ranking 91),
Indonesia (ranking 116), dan Vietnam (ranking
141).

Analisis terhadap kualitas udara menunjukkan
bahwa negara-negara dengan penegakan hukum
yang ketat memiliki rata-rata PM2.5 yang lebih
rendah: Singapura (12 pg/m?®), Malaysia (15
pg/m?), Thailand (24 pg/m?), Indonesia (31
pug/m?), dan Vietnam (35 pg/m?). Kualitas air
permukaan juga menunjukkan pola yang
similar, dengan Singapura mencapai 98% air
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permukaan dalam kategori baik, Malaysia 76%,
Thailand 58%, Indonesia 45%, dan Vietnam
38%. Data deforestasi menunjukkan bahwa
negara-negara dengan penegakan hukum anti
illegal logging yang lebih efektif memiliki laju
deforestasi yang lebih rendah, dengan Malaysia
berhasil menurunkan laju deforestasi hingga
0.1% per tahun, sementara Indonesia masih
menghadapi tantangan dengan laju 0.4% per
tahun.

Dampak lintas batas dari perbedaan efektivitas
penegakan hukum terlihat jelas dalam kasus
transboundary haze pollution yang berasal dari
kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dan
Malaysia. Data menunjukkan bahwa episode
kabut asap berat terjadi hampir setiap tahun
dengan Air Quality Index mencapai level

hazardous di Singapura, Malaysia, dan
Thailand selatan, yang secara langsung
berkorelasi dengan lemahnya penegakan

hukum terhadap praktik pembakaran lahan di
negara sumber. Kerugian ekonomi akibat kabut
asap diestimasi mencapai USD 16.1 miliar per
tahun untuk kawasan ASEAN, dengan
Singapura menanggung kerugian terbesar per
kapita (USD 700 per person per year) meskipun
memiliki sistem penegakan hukum lingkungan
yang paling efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas
penegakan hukum di satu negara dapat
diminimalisir oleh lemahnya penegakan hukum
di negara tetangga, terutama untuk isu-isu
lingkungan yang bersifat transboundary.
Pengelolaan sampah laut juga menunjukkan
pola similar, dimana negara-negara dengan
regulasi pengelolaan sampah yang ketat seperti
Singapura masih menghadapi pencemaran
sampah laut yang berasal dari negara-negara
tetangga yang memiliki sistem pengelolaan
sampah yang kurang efektif.

Kontribusi terhadap pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) menunjukkan
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bahwa negara-negara dengan penegakan hukum
lingkungan yang lebih efektif memiliki
progress yang lebih baik dalam SDGs terkait
lingkungan. Singapura mencapai skor 85.2
untuk SDG 6 (Clean Water and Sanitation),
82.1 untuk SDG 13 (Climate Action), dan 79.8
untuk SDG 15 (Life on Land), sementara
Vietnam masih berada di skor 62.3, 58.7, dan
55.4 respectively.

Analisis menunjukkan  bahwa setiap
peningkatan 10 poin dalam Environmental Law
Enforcement Index berkorelasi dengan
peningkatan 7.2 poin dalam overall SDGs score
dan 12.8 poin dalam environment-related
SDGs. Namun, penelitian juga mengungkapkan
trade-off antara economic development dan
environmental protection, dimana negara-
negara dengan pertumbuhan ekonomi yang
pesat seperti Vietnam dan Indonesia
menghadapi tekanan untuk melonggarkan
enforcement demi menarik investasi, yang
berpotensi mengorbankan sustainability jangka
panjang. Kerjasama regional melalui ASEAN
mechanisms menunjukkan progress yang
terbatas dalam mengatasi disparitas ini, dengan
implementation gap yang masih lebar antara
komitmen politik dan aksi nyata di ground
level, terutama dalam hal harmonisasi standard
dan mutual enforcement mechanisms.

B. Pembahasan
1. Variasi Signifikan dalam Kerangka
Legislatif Lingkungan Hidup

Variasi dalam kerangka legislatif lingkungan
hidup di negara-negara ASEAN dapat
dijelaskan melalui teori pluralisme hukum yang
dikemukakan oleh Griffiths (1986), dimana
sistem hukum tidak beroperasi dalam ruang
yang uniform melainkan dipengaruhi oleh
konteks sosial, ekonomi, dan politik lokal.
Perbedaan mendasar dalam struktur legislasi
antara Indonesia dengan sistem umbrella law
dan Singapura dengan pendekatan terintegrasi
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mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan
nasional masing-masing negara.

Menurut teori konvergensi hukum yang
dikembangkan oleh Watson (1993), meskipun
terdapat tekanan untuk harmonisasi dalam
kerangka regional, transplantasi hukum tetap
mengalami  modifikasi berdasarkan legal
culture setempat. Hal ini terlihat dalam adopsi
prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional
yang bervariasi, dimana negara-negara dengan
sistem common law seperti Malaysia dan
Singapura menunjukkan fleksibilitas yang lebih
besar dalam implementasi dibandingkan
negara-negara civil law seperti Indonesia dan
Vietnam.

Teori efektivitas hukum dari Raz (1979)
menjelaskan bahwa efektivitas legislasi tidak
hanya ditentukan oleh kelengkapan norma
tetapi juga oleh clarity, consistency, dan
enforceability dari peraturan tersebut. Temuan
yang menunjukkan bahwa Singapura memiliki
sistem regulasi paling detail dengan lebih dari
50 peraturan pelaksana sejalan dengan teori ini,
dimana spesifikitas aturan meningkatkan
prediktabilitas dan compliance.

Sebaliknya, kompleksitas regulasi Indonesia
dengan tumpang tindih kewenangan antar
sektor mencerminkan apa yang disebut oleh
Fuller (1969) sebagai "failures of legality" yang
dapat mengurangi efektivitas penegakan
hukum. Teori legal transplant dari Watson
(1993) juga relevan dalam menjelaskan
mengapa adopsi sanksi progresif di Singapura
lebih berhasil dibandingkan dengan penerapan
sistem sanksi terintegrasi di Indonesia, karena
faktor reception environment yang berbeda
antara kedua negara.

Disparitas dalam gradasi sanksi dan definisi
pelanggaran dapat dianalisis melalui teori
deterrence  dari  Becker (1968) yang
menekankan  bahwa  efektivitas  sanksi
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bergantung pada certainty, severity, dan celerity
of punishment. Singapura dengan sanksi denda
hingga SGD 1 juta dan sistem penegakan yang
cepat mencerminkan aplikasi optimal dari teori

ini, sementara  Vietham yang masih
mengutamakan sanksi pidana dengan ancaman
penjara hingga 20 tahun menunjukkan

emphasis pada severity tanpa memperhatikan
certainty dan celerity.

Menurut Ayres dan Braithwaite (1992) dalam
teori responsive regulation, pendekatan
regulatory pyramid yang dimulai dari persuasi
hingga punishment merupakan strategi yang
paling efektif, yang tampak diterapkan dengan
baik di Malaysia dan Thailand melalui
mekanisme peringatan bertingkat. Perbedaan
ini  mengindikasikan bahwa  pemilihan
instrumen sanksi sangat dipengaruhi oleh legal
tradition, administrative capacity, dan political
economy masing-masing negara.

2. Disparitas Kapasitas Kelembagaan
Penegak Hukum
Disparitas  kapasitas  kelembagaan dapat

dipahami melalui teori kelembagaan North
(1990) yang menekankan bahwa institusi
merupakan "rules of the game" yang
menentukan kinerja ekonomi dan sosial suatu
negara. Perbedaan struktur kelembagaan antara
sistem terintegrasi Singapura melalui NEA dan
sistem multi-lembaga Indonesia mencerminkan
path  dependency  dalam  institutional
development, dimana pilihan institusional awal
mempengaruhi  trajectory  perkembangan
selanjutnya.

Teori principal-agent dari Eisenhardt (1989)
menjelaskan mengapa koordinasi antar lembaga
di Indonesia menghadapi kendala birokrasi dan
tumpang tindih kewenangan, karena adanya
multiple principals dengan objectives yang
tidak selalu align. Sebaliknya, sistem Singapura
single

yang menempatkan NEA sebagai
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principal mengurangi agency problem dan
meningkatkan koordinasi. Menurut Peters
(2018), institutional design yang optimal
memerlukan balance antara coordination dan
autonomy, yang tampak berhasil dicapai oleh
Malaysia melalui DOE yang memiliki
kewenangan luas namun tetap berkoordinasi
dengan lembaga lain.

Variasi dalam kapasitas sumber daya manusia
dapat dianalisis melalui teori human capital dari
Becker (1994) yang menekankan pentingnya
investment dalam education dan training untuk
meningkatkan produktivitas. Rasio penegak
hukum lingkungan Singapura (1:15.000) yang
jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia
(1:250.000) mencerminkan different levels of
investment dalam environmental governance.
Teori organizational capability dari Barney
(1991) menjelaskan  bahwa  sustainable
competitive advantage diperoleh melalui
resources yang valuable, rare, imperfectly
imitable, dan non-substitutable (VRIN).

Requirement sertifikasi khusus untuk inspektur
lingkungan di Singapura dan Malaysia
menciptakan specialized human capital yang
sulit ditiru oleh negara lain, sehingga
memberikan institutional advantage. Menurut
Ostrom (2005), polycentric governance systems
memerlukan appropriate institutional
arrangements dan adequate resources untuk
berfungsi efektif, yang menjelaskan mengapa
Thailand dan Vietnam dengan sumber daya

terbatas masih  mengandalkan  metode
konvensional dalam penegakan hukum.
Perbedaan dalam independensi dan

akuntabilitas lembaga dapat dipahami melalui
teori democratic governance dari Dahl (1989)
yang menekankan pentingnya transparency,
accountability, dan responsiveness dalam
institusi publik. Sistem oversight Singapura
yang kuat dengan publikasi laporan kinerja
tahunan mencerminkan what Diamond dan
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Morlino (2005) sebut sebagai "quality of
democracy" yang tinggi.

Sebaliknya, tantangan independensi di
Indonesia karena pengaruh politik dan
kepentingan ekonomi sejalan dengan teori
regulatory capture dari Stigler (1971), dimana
regulated industries dapat mempengaruhi
regulators untuk kepentingan mereka sendiri.
Menurut  Braithwaite (2008), responsive
regulation memerlukan institutional
arrangements yang memungkinkan escalation
dan  de-escalation  enforcement actions
berdasarkan compliance history, yang tampak
berhasil diimplementasikan di  Singapura
melalui inter-agency committee yang bertemu
secara regular, sementara negara-negara lain
masih menghadapi coordination failures yang
mengurangi responsiveness terhadap
environmental challenges.

3. Efektivitas Mekanisme Pengawasan dan
Penindakan

Perbedaan efektivitas mekanisme pengawasan
dapat dijelaskan melalui teori compliance dari
Tyler (1990) yang membedakan antara
deterrence-based compliance dan legitimacy-
based compliance. Sistem pengawasan proaktif
Singapura dengan tingkat kepatuhan 94%
mencerminkan successful combination of both
approaches, dimana certainty of detection
(deterrence) dikombinasikan dengan perceived
fairness of procedures (legitimacy).

Teori responsive regulation dari Ayres dan
Braithwaite  (1992) menekankan bahwa
effective enforcement memerlukan graduated
response yang dimulai dari persuasion hingga
punishment, yang tampak diterapkan dengan
baik di Malaysia melalui sistem complaint-
based dan periodic monitoring. Menurut
Gunningham dan Grabosky (1998), smart
regulation memerlukan appropriate mix of
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characteristics of regulated community, yang
menjelaskan mengapa pendekatan uniform
tidak selalu berhasil di semua negara ASEAN.

Variasi dalam prosedur investigasi dan
penindakan dapat dianalisis melalui teori
procedural justice dari Lind dan Tyler (1988)
yang menekankan bahwa perceived fairness of
procedures mempengaruhi acceptance dan
compliance terhadap keputusan otoritas.
Singapura dengan SOP yang jelas dan timeline
ketat  menciptakan  predictability  yang
meningkatkan legitimacy enforcement actions,
sementara Indonesia dengan variasi prosedur
antar wilayah menciptakan uncertainty yang
dapat mengurangi compliance.

Teori enforcement pyramid dari Braithwaite
(2002)  menjelaskan ~ bahwa  effective
enforcement memerlukan credible escalation
from persuasion ke punishment, yang tampak
berhasil di Malaysia dengan sistem mediasi
sebagai langkah pertama. Menurut Baldwin dan

Cave  (1999), regulatory  effectiveness
bergantung pada appropriateness of
enforcement  strategy terhadap  specific

regulatory context, yang menjelaskan mengapa
Vietnam yang sedang dalam transisi ekonomi
memerlukan different approach dibandingkan
negara-negara yang sudah developed.

Adopsi teknologi dalam pengawasan dapat
dipahami melalui teori technology acceptance
model dari Davis (1989) yang menekankan
bahwa perceived usefulness dan perceived ease
of use menentukan adoption intention.
Singapura dengan Al dan big data analytics
untuk prediksi pelanggaran menunjukkan
advanced stage of technology adoption yang
supported oleh adequate resources dan
technical capacity. Teori digital transformation
dari Vial (2019) menjelaskan bahwa successful
digital transformation memerlukan alignment
antara technology, processes, dan people, yang
tampak berhasil dicapai oleh Singapura dan

instruments  yang  disesuaikan  dengan
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Malaysia.

Sebaliknya, Indonesia dengan coverage sistem
monitoring online yang masih terbatas (40%)
mencerminkan implementation gap yang
disebabkan oleh resource constraints dan
technical limitations. Menurut Rogers (2003)
dalam diffusion of innovation theory, rate of
adoption dipengaruhi oleh relative advantage,
compatibility, complexity, trialability, dan
observability, yang menjelaskan mengapa
Vietnam dan Thailand masih dalam early
adoption stage untuk environmental monitoring
technologies.

4. Implikasi  terhadap
Lingkungan Regional

Keberlanjutan

Korelasi antara efektivitas penegakan hukum
dan Environmental Performance Index dapat
dijelaskan  melalui  teori  environmental
governance dari Lemos dan Agrawal (20006)
yang menekankan bahwa effective governance
merupakan prerequisite untuk environmental
sustainability. Ranking EPI Singapura (39)
hingga Vietnam (141) mencerminkan apa yang
disebut oleh Dasgupta et al. (2001) sebagai
"environmental Kuznets curve" dimana
environmental quality improvement mengikuti
economic development, namun dengan caveat
bahwa institutional quality memainkan peran
mediating yang penting.

Teori commons governance dari Ostrom (1990)
menjelaskan bahwa sustainable resource
management memerlukan well-defined
property rights, effective monitoring, dan
graduated sanctions, yang tampak berhasil
diimplementasikan oleh negara-negara dengan
EPI tinggi. Menurut Porter dan van der Linde
(1995), properly designed environmental
standards dapat trigger innovation yang pada
akhirnya meningkatkan competitiveness, yang
terlihat dalam performance Singapura dan
Malaysia yang berhasil mengombinasikan
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environmental protection dengan economic
growth.

Fenomena  transboundary  environmental
problems dapat dianalisis melalui teori spillover
effects dari Keohane dan Nye (1977) yang
menjelaskan  bagaimana  interdependence
complex menciptakan externalities lintas batas
negara. Kasus kabut asap dengan kerugian
ekonomi USD 16.1 miliar per tahun
menunjukkan classic example of negative
externalities dimana costs tidak ditanggung
oleh polluters tetapi oleh victim countries. Teori
collective action dari Olson (1965) menjelaskan
mengapa  regional  cooperation  dalam
environmental issues seringkali menghadapi
free rider problem, dimana negara-negara
cenderung mengandalkan efforts negara lain
sambil minimizing own costs.

Menurut Young (1994), successful
international environmental regimes
memerlukan combination of interests, power,
dan knowledge, yang tampak masih belum

tercapai  optimal dalam kasus ASEAN
environmental cooperation. Keohane dan
Victor (2011) menekankan bahwa regime
complex dapat menjadi solusi ketika

comprehensive global agreement sulit dicapai,
yang relevan untuk regional environmental
governance di ASEAN.

Kontribusi terhadap SDGs dapat dipahami
melalui teori sustainable development dari
Brundtland ~ Commission ~ (1987)  yang
menekankan integration antara economic,
social, dan environmental objectives. Korelasi
10 poin Environmental Law Enforcement Index

dengan 7.2 poin overall SDGs score
mencerminkan  interconnectedness  antara
environmental governance dan  broader

development outcomes yang dikemukakan oleh
Sachs (2012). Teori environmental justice dari
Schlosberg  (2007) menjelaskan  bahwa
environmental benefits dan burdens seringkali
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distributed unequally, yang terlihat dalam trade-
off between economic development dan
environmental protection di Vietnam dan
Indonesia.

Menurut Biermann et al. (2012), earth system
governance memerlukan transformation dalam
institutions, actors, dan processes untuk address
anthropocene challenges, yang menjelaskan
mengapa incremental improvements dalam
environmental law enforcement tidak cukup
untuk achieve radical sustainability
transformation  yang  diperlukan.  Teori
polycentricity dari Ostrom (2010) menekankan
bahwa complex environmental problems
memerlukan multiple scales of governance
yang saling berinteraksi, yang menjelaskan
pentingnya  strengthening both  national
enforcement  capabilities dan  regional
cooperation mechanisms dalam ASEAN.

Kesimpulan

Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa
penegakan hukum lingkungan hidup di negara-
negara ASEAN menunjukkan variasi yang
signifikan dalam hal kerangka legislatif,
kapasitas kelembagaan, mekanisme
pengawasan, dan efektivitas penindakan.
Singapura memimpin dengan sistem yang
paling terintegrasi dan efektif, diikuti oleh
Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam.
Disparitas ini berdampak langsung terhadap
pencapaian keberlanjutan lingkungan, dimana
negara-negara dengan penegakan hukum yang
lebih efektif menunjukkan performance yang
lebih baik dalam Environmental Performance
Index dan indikator keberlanjutan lainnya.
Fenomena spillover effects dari lemahnya
penegakan hukum di satu negara terhadap
negara tetangga, seperti dalam kasus kabut asap
lintas  batas, menunjukkan  pentingnya
pendekatan regional yang terkoordinasi untuk
mengatasi tantangan lingkungan di ASEAN.
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Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa
pencapaian  keberlanjutan lingkungan di
kawasan ASEAN memerlukan tidak hanya
penguatan kapasitas nasional tetapi juga
harmonisasi dan koordinasi regional yang lebih
efektif. = Rekomendasi  utama  meliputi
standardisasi prosedur penegakan hukum,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
adopsi teknologi monitoring terintegrasi, dan
penguatan mekanisme kerjasama regional
melalui ASEAN. Penelitian ini memberikan
kontribusi  teoritis ~ dalam = memahami
kompleksitas environmental governance dalam
konteks regional yang heterogen dan
memberikan  foundation empiris  untuk
perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam
mendukung sustainable development goals di
kawasan ASEAN.
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